POHON KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN T.A.2025

Visi Pembangunan Daerah

Terwujudnya Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan
Profesional yang Beriman dan Bertaqwa

¥

Misi Pembangunan Daerah

Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang berbasis
sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelesatarian
lingkungan

¥

Tujuan Daerah

3 Menguatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaftif
berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

2 Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap
pelayanan publik

¥
Sasaran Daerah
1. i kapasitas daerah dan
inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi
lokal
2. i Integritas, Ti i, dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat

¥
Indikator Kinerja Utama
Opini BPK atas Laporan Keuangan
Deflator PDRB
Inklusi Keuangan

wn e

I

¥
Tujuan PD
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
transparan dan Akuntabel

Kepala Daerah

¥
sasaran PD
Meningkatnya Manajemen Pemerintah yang Handal

v

v

Indikator Kinerja Utama :

Nilai SAKIP BPKAD

Formula :

Nilai dari aktivitas analisis yang
sistematis, pemberian nilai, atribut,
apresiasi dan pengenalan permasalahan
serta pemberian solusi atas masalah yang|
ditemukan untuk tujuan peningkatan
Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel
pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan
sesuai amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Thun 2014 Tentang SAKIP;
PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan
Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta
tata cara review terhadap laporan
kinerja.

Indikator Kinerja Utama :

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Formula :

Hasil pemeriksaan keuangan berupa
pernyataan opini tentang tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan pemerintah. Opini
Pemeriksa adalah pernyataan profesional
sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai
tingkat kewajaran informasi keuangan
yang disajikan dalam laporan keuangan

¥ ¥ ¥

Indikator Kinerja Utama : Indikator Kinerja Utama : Indikator Kinerja Utama :

Persentase Realisasi Anggaran Belanja
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Deflator PDRB Inklusi Keuangan

Formula : Formula : Formula :
Inklusi Keuangan lebih merupakan
konsep yang mencakup berbagai elemen

Persentase Realisasi Anggaran Belanja

PDRB Nominal
—PDRE R Urusan Wajib Pelayanan Dasar =

Deflator PDRB = x100%

PDRB Riil 8 !
dan strategi untuk meningkatkan akses o
Realisasi Anggaran
dan layanan x100%
formal Pagu Anggaran

Deflator PDRB (Produk Domestik

v
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Indikator Kinerja Utama :

Persentase Penurunan SILPA

Formula :

SILPA = (Realisasi Pendapatan -
Realisasi Belanja) + (Penerimaan

Indikator Kinerja Utama :

Persentase Laporan Keuangan Tepat

Formula :

Persentase Laporan Keuangan Tepat
aktu =

Jumlah Laporan Tepat Waktu

Regional Bruto) adalah ukuran harga rata-
rata dari semua barang dan jasa yang
diproduksi didalam suatu daerah

Inklus Keuangan adalah upaya yang
berkelanjutan untuk menciptakan
kondisi dimana semua orang memiliki
akses dan kesempatan yang sama untuk
memanfaatkan layanan keuangan formal
guna meningkatkan kesejahteraan dan
pertumbuhan ekonomi.

Realisasi Anggaran : Jumlah anggaran
yang telah digunakan atau dibayarkan
untuk urusan wajib pelayanan dassar
Pagu Anggaran : Jumlah anggaran yang
telah ditetapkan atau dialokasikan untuk
urusan wajib pelayanan dasar

Formula ini menunjukan bahwa SILPA
adalah selisih antara realisasi
pendapatan dan belanja, ditambah
dengan selisih antara penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan

9
Jumlah Total Laporan LD

Formula ini adalah Laporan

Indikator Kinerja Utama :

Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring
Control For Prevention (MCP) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada

BPKAD

Formula :

Penilaian terhadap Pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD) melalui Aplikasi
MCP KPK

Indeks MCP KPK bukan hanya sekedar
angka, tetapi merupakan sebuah alat
ukur if yang di

Indikator Kinerja Utama :

Persentase penambahan nilai Aset Tetap

Formula :

Persentase Penambahan =

Nilai Aset Baru —Nilai Aset Lama

9
Nilai Aset Lama AT

Nilai Aset Baru : Nilai Aset setelah adanya

untuk memantau, mengevaluasi, dan

Per yang
disusun tepat waktu dan sesuai dengan
SAP dan dihitung pada tahun ke N

perbaikan dalam upaya
pencegahan korupsi di daerah. Indeks.
ini didasarkan pada berbagai faktor dan
penilaian yang sifat subjektif dan
objektif.

atau penif nilai.

Nilai Aset Lama : Nilai Aset sebelum adanya
penambahan atau peningkatan nilai.

SKPD (Esselon 1)




¥

Program Penunjangan Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

¥

Sasaran Program :

kualitas pi
pemerintahan secara menyeluruh, termasuk
pelayanan pemerintahan, perencanaan dan
penganggaran, serta berbagai fungsi pendukung
lainnya.

¥

Indikator Program :
Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

¥

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

3

+
Sasaran Program :

Meningkatnya tata kelola Anggaran

02

Sasaran Program :

Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan

R

Meningkatnya tata kelola Akuntansi dan Pelaporan

Indikator Program :

1. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD

2. Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan

keuangan daerah

Sasaran Program :

Kegiatan :
1  Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

4 Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6  Administrsi Umum Perangkat Daerah
7  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

8 Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan
Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10 Penataan Organisasi

©

v

Indikator Program :

Indikator Program :

1. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu

Kegiatan :
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
Daerah

v

Sasaran Kegiatan
Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

-

2 i administrasi PD
mendorong Kinerja ASN PD

w

Terjaminnya Keamanan Barang Milik Daerah

IS

Tercapainya SDM yang Disiplin dan
Berkapasitas
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum

«

o

Tersedianya Barang Milik Daerah
Tersedianya Jasa Penunjang Kegiatan
Pemerintah Daerah

Tersedianya pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan Pemerintah
Daerah

~
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Kegiatan :

i dan i dan
P Daerah

Sasaran Kegiatan

Kualitas dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

v

¥

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

¥

—

Sasaran Program :

Meningkatnya tatakelola BMD

SKPD (Esselon 111)

¥

1 Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan

BMD

Indikator Program :

v

Indikator Kegiatan
Jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran perangkat daerah
jumlah laporan capaian dan evaluasi kinerja
Persentase capaian kinerja administrasi
keuangan
Persentase capaian administrasi barang milik
daerah
Persentase capaian administrasi Pendapatan
Daerah

-
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Persentase capaian administrasi
kepegawaian perangkat daerah

~

Persentase capaian kinerja administrasi
umum perangkat daerah

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

o

v

1. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD
2. Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan
keuangan daerah
¥
Kegiatan :
1 inasi dan Per
Daerah
2 jang Urusan
Keuangan Daerah
v
Sasaran Kegiatan
1 Kualitas dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Kegiatan
Kualitas dan

Indikator Kegiatan
1 Persentase Jumlah Dokumen / Laporan sesuai

ketentuan dan menggunakan Aplikasi SIPD dan
Aplikasi Lain

v

v

Indikator Kegiatan

1 Persentase Jumlah Dokumen / Laporan sesuai

ketentuan dan menggunakan Aplikasi SIPD dan
Aplikasi Lain

Indikator Kegiatan

1 Persentase Jumlah Dokumen / Laporan sesuai

ketentuan dan menggunakan Aplikasi SIPD dan
Aplikasi Lain

Kegiatan :
Pengelolaan Barang Milik Daerah

v

Sasaran Kegiatan

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik

daerah

SKPD (Esselon IV)

v

Indikator Kegiatan

a Persentase Jumlah Dokumen / Laporan sesuai

ketentuan dan menggunakan Aplikasi SIMBADA
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Persentase Tersedianya Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Terpeliharanya Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Penataan Organisasi
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Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Bulanan/Tris 'Semesteran

SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran

Per Barang
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD
Analisa dan Pengembangan Retribusi
Daerah, serta Penyusunan Kebijakan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peralatan dan Per

Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah

v

Sub Kegiatan
1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

~

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

w

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

IS

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan
RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD

w

o

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

~

©
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Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta
Kebijakan Bidang Anggaran
10 inasi Anggaran

-

1 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota

v

v
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Sub Kegiatan
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

dan
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas
SP2D dengan Instansi Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan
dan Kas serta dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Pemerintah Kabupaten/Kota

Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
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Sub Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan- LO dan Beban

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap
LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
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Sub Kegiatan
Penyusunan Standar Harga

Pere Barang
Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah
dan i

Barang Milik Daerah
R
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah

i dalam rangka Laporan
Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

SKPD (Esselon 1V)

Keselarasan
Substansi Indikator
Kinerja Utama
Hingga Indikator Sub
Kegiatan




v

Sasaran Sub Kegiatan :
1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

2. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

3 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

IS

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
5  Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
6  Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Terlaksananya Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Bulanan/Tri an

© N

©

SKPD

-
)

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang
Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah SKPD

-

Terlaksananya Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

-
]

-
g

Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14 T I Peralatan dan Per
Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
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Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

20 T i Dinas O

atau Lapangan

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Tersedianya Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
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Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

27 Ter Pemeliharaan,
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

28 Ter Pemeliharaan,
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

29 Ter Pemeliharaan,
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

w
S

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan
Tata Laksana

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

w

v

Sasaran Sub Kegiatan :
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Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS

Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang

Anggaran

Ter Koordinasi Per Anggaran
Pembiayaan

Ter i Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota
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Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah
Ter P
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan
SPD
Ter P
Daerah
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Ter Koordinasi, Kerja
Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank

Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan
dan Kas serta dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Ter
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi

Tersedianya Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak
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Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap
LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

v

Sasaran Sub Kegiatan :
1 Tersedianya Standar Harga
2 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah
3 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik
Daerah
4 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan,

Pemusnahan,

dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
8

Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah
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Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
(Dokumen)

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN (Orang/bulan)

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
(Laporan)

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD (Laporan)

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang
Milik Daerah dan Hasil Koordinasi
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
(Laporan)

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan (Paket)

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
(Dokumen)

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan (Orang)

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
(Paket)

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan (Paket)

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan (Paket)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(Laporan)

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
Tamu (Laporan)

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan (Unit)

Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan (Laporan)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat (Laporan)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan (Laporan)

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
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Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
Penganggaran Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran (Dokumen )
Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi
(Dokumen )
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD (Dokumen )

2 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan

o

~

APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen )

Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang
Diverifikasi (Dokumen )

Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang
Diverifikasi (Dokumen )

Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
(Dokumen )

o Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan

Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen )

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Perencanaan Anggaran Pembiayaan
(Dokumen)
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Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen )
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring,
dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
(Dokumen )
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Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
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Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank (Dokumen )

Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan
Pembiayaan Daerah (Dokumen )

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
(Dokumen )

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait (Dokumen)
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Orang)

8
Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi

Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan (Dokumen )

9
Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan
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Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan
Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak (Laporan)

Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan
dan Alokasi Subsidi (Laporan)

Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan
dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)
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Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
Terkonsolidasi (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)
Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut
Terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(Dokumen )
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen )
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran (Laporan)
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
(Dokumen )
Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Dokumen )
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Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(Dokumen )
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik
Daerah (Laporan)

Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
(Laporan)

Jumlah Dokumen Hasil O

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik
Daerah (Dokumen )

Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang
Disusun (Laporan)

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang
Milik Daerah (Laporan)

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Laporan )

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik

Daerah (Laporan)
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Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
(Unit)

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi
dan Pengendalian Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata Laksana (Dokumen)

Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah (Dokumen)

Buntok, 29 September 2025
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